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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan
rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi
Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan IT ini dapat disusun dan diselesaikan
sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berisikan
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi
penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan  sinergi langkah-langkah kebijakan,
program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Hasil Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan
Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Hasil Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 03 Juli 2020
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BAB I

PENDAHULUAN

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan
evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan.
Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-
undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi yang didasarkan
Undang -undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 adalah Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yang
dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Bappeda
Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan pelaksanaan Tugas Pembantuan

di Daerah dengan menggunakan laporan Triwulan SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahu 2004 membagi ruang
lingkup Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang
direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik
dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai yang dipegang dalam
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pembangunan adalah optimalnya sumber daya dengan tetap menjaga

kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik dengan penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan
yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik
dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang
tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD
tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
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2020

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Tvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Fvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah
dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi
pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan
hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta
memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun

rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada
pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020,
fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan
sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi
perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan

hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;
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14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-
2030;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2019,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud.

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
Triwulan IT Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai
dalam RKPD Tahun 2020.

2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai
dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020.

1.2.2. Tujuan.

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020 berdasarkan realisasi anggaran.
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2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan
yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai
yang telah ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020.

3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai
sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulan RKPD
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.3. Metodologi

Metode evaluasi menggunakan pendekatan gab analysis
(analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil
kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan
membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang

ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten DPesisir Selatan

Tahun Anggaran 2020. Evaluasi Indikator Kinerja kegiatan/program
pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase
antara capaian kinerja per-triwulan dengan target kinerja dalam
RKPD/Renja SKPD (hingga triwuian ii). Kinerja anggaran diukur
dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam
APBD dengan realisasi keuangan per-triwulan (hingga triwulan II)

Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :
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Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD
Mol Blbvbiie | s Interval Nilai
1 | Sangat Tinggi _ gr. | 91 % <100 %
2 | Tinggi e 76%<90%
3 | Sedang S 66 % <75 %
4 | Rendah R 51 % <65 %
5 | Sangat Rendah SR <50 %

Sumber : Permendagri 86/2017
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BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Urusan dalam  pencapaian target kinerja dan dana
program/kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, Inspektorat

Kabupaten Pesisir Selatan dengan Urusan Penunjang.

Fungsi Pengawasan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan melalui 4 Program dan 18 kegiatan, dengan anggaran tahun
2020 sebesar Rp2.390.424.244,00, kondisi saat ini dengan adanya Pandemi
Covid 19 maka perlu penyesuaian anggaran (Refocussing Anggaran) pada
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebesar Rp1.288.756.583,6().
Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar
Rp913.474.616,- atau 70,88 % dengan capaian kinerja Renstra Perangkal
Daerah 72,03 % (sedang) dan capaian keuangan 61,81 % (rendah). Sesuai
dengan daftar terlampir.
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Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwutan ||
Inspektorat Ka en Pesisir Selatan Tahun 2020

Realisasi Kinera dan Tingkat Capaian
Indikator Kinerja | Target RPIMD Kab./kota xmﬁfﬁé'& T-\'n::';n RK:;“ o Realisas! Capaian Anggaran RPJMO Kinerja. can
) Urusan Pemarintahan daerah o Realisasi Kinera Pada Triwulan Kinerja dan Anggaran | Kabupaten/Kota sd Tahun Realisasi Anggaran] Perangkat Daeraiy
No Sasaran Kode Rekening prosit ram kegiatan Pregrem {cutcome) pada thn 2020 (akhir Kota Sampai dengan Kab/Kota Tahun RKPD Kabupaten/Kot 2020 (Akhic Tahun RPIMO Penanggung Jewab
g . Ikagiatan {output) periode RPJVID) RKPD Kab/Kota Tahun | Beyaian (Tahun n-1) s o ¢ ‘anggung Jawal
Lalu {n-2) yang dievaluas) yang { = RKPD tahun [Kabupaten/ota s/d
| il ill v 2020) Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 3 ] R 8 9 10 11 12 14=7+13 15=14/8:100% 18
K R, K K Rj K|
& R 2 e R 2 PR 43 s e 2 B TREEE e R e ] XS 8 & = o
Pamenuhan
layanan
Program Pelay A 5,817,500,06 2,183.310,20 148,228,086 Inspekiora
300010101 | 2 4 g 2] a2 3]0 d-zumezied o | 2amewaze | 20 | siso| ipoemn |
nyediaan Jasa agifan
3.00.01.01.01.02 Komunikasi, Sumber D; R-ke-:ﬁ Listrik, 72 433, 500,000 48 159,314,000 12 42,600,000 3 7,440,240 3 7,085 433 5 14,505,673 54 173,819,673 75 40 1
i um
3.00.01.01 01.07. Administrasi Keuangan /2 Keyan, 72 451,000,000 43 314,324,992 12 84,880,000 3 14,500,000 3 21,350,000 ) 35,850,000 54 350,174,902 75 728
aan Jasa terpelinaranya
3.00.01.01.01.08 Kebersihan Kantor Kabersihar 72 433,000,000 48 228 555,008 12 60,862,262 3 13,899,600 3 14,426,000 6 28,395,600 54 256,950,608 75 58.34
nyadiaan Jasa erelFaranya
3.00.01.01.01,09 Perbailan Peralatan Kerja Peralatar ja 72 310,500,000 48 95,431,000 12 4,620,000 3 1,850,000 3 1,350,000 -] 3,000,000 54 96,431,000 75 31.7
3.00.01.C101.10C. iaan Alat Tulis nya 72 ), o0, T Igt. B.oou 12 , 100,317 2 L824, 3 465, ] , 336, £ 75 .82
aan Barang u an
3.00.01.01.01.11 Cetakan dan an 72 343,500,000 48 163,303,380 12 11,447 332 3 8,033,000 3 3,028,010 8 11,081,010 54 164,364,400 75 47 85
Ban Romponen %
instalas; kebutuhan alzt-alat
3.00.01.01.01.12, Listrik/Penerangan Instalesi |istrik 72 218,500,000 48 62,330,800 12 8,581,521 3 8,581,520 9 1 12 8,581 521 60 71,421,321 83,3 32.68
[Ban n Tangganan suial
3.00.01.01.01.15. Bacaan dan Peraturan kabar 72 158,500,000 48 26,840,000 12 4,500,000 3 720 3 1,080,000 6 1,800,000 54 31,740,000 75 20.03
nyediaan Makanan dan ersedanya n
3.00.01.01.01 17. Minuman dan minum 72 320 500,000 43 161,280,992 12 19,820,000 3 5,035,000 3 5,232 500 & 10,267,500 54 171,528 482 75 53.52
Rapat-Rapat Roorainasy Blay= perfalanin 1955,000,
3.00.0101.01.18. dan Konsultasi Keluar dinas luar dasah 72 4 48 627,665,024 12 63 329,098 3 60,404,100 3 840,968 8 61,354 028 54 689,018,120 75 35,61
pal inasi pernslanan
3.00.01.01.01.18. dan Konsultasi Dalam dinas delam dserah 72 725,000,000 48 202 508,000 12 15,840,000 3 11,040,000 3 4,075,000 B8 15,115,000 54 217,623,000 75 30.02
1.1.1 Terwujudnya Program Pe P Level
Pemerintahan Profesionalisme Tenaga APIP (Aparat
yang bersih dan P dan Ap Pe Intemn 2,150,000 ¢3 a4 1.0 0.0 30 5.0 Inspektora
3.00 01.01.29 m m than! 0 178302672 1] 18 m@ 200,000 0 ] 1] 1 Dasrah
n gembangan
Tenaga Pemeriksa dan Jumiah APIP yang 1,724£99,83
3.00.01.01.21 01, Aparatur Peny san Pmﬁ i diklat 205 8 75 695,008 978 3 18,700,000 3 18,700,000 3 18,700 000 78 714,608,076 264 41.43
an Khusus g i yang
3.00.01.01.21.03 Psfmn pada Kantor mengikud Pelaihan 840 435,000,000 83,303,608 0 0 Q Q 0 0 3500 83,303,606 54,6 1815
1.1.1 Terwujudnya Terpeauliya
Pemetintahan Program Peningkatan sarana prasarana
vang bersih den Sarana dan Prasarana penunjang bag 186000000 48 3.0 5. 78 Inspektora
bebas KKN 300010102 721 0 2] 0 3 31131 9 el 3 2
araan erpeliRamsnya
3.00.01.01.02.22. Rutin/Berkala Gedun Gedung Kantor 72 880,00C,000 48 126,930,000 0 0 3 0 3 0 51 129,930,000 70,8 18.83
o an |m%wnyl
Ruti Kend Ki 1,170 000,00
3.0001.01.0224 Dinas/Operasional Dinas/Operasionai 72 0 48 631,564,602 $2 63,862 800 3 31,131,000 3 32,358,863 6 63,489,883 34 885,054 355 75 53.41
111 Terwujudnya Program Peningkatan
Pemerintahan Sistem Pengawasan
yang barsih dan §,520250,08 6,250,788.06 381,874,51 235,002,02 L] 88, T3 Inspektora
300010120 | Pengondatian Peiak 8 ! 3 0 | sgersse| oo 12457] 1 Derah | |
aksanaan Pengawasan L 118,739, * L2537
3.00.01.01.20.01, Intemal secara Berkala # 8,750,000 911 4 768 346,876,247 33 88562000 # [:] 57 213,815,748 983 4,533,555 ,650 77,8 7
anganan Rasus lah Kass 555,000, 2 08 i
3.00.01.01.20 02. Pengaduan di Lingkungan duan 270 4 180§ 8 14 265,261,260 8 8 8 48 737,078 11 262,496,084 19 2.280,14€ 132 707 5015
umen Suﬁﬁ dokiimen
3.00.01.01.20,38 Perencanaan dan petencanaen yang 12 300,560,000 0 75,510,504 2 28122710 1 8,517,710 1 8517710 1 58,037 214 3,33 283
uas; umen nanya
3 00.01.01.20.30. Perencanaan dan evaluasi LAKIP can ] 405,000,000 2 42,878,600 1 21,257,702 0 0 1 21,267,702 1 21,267,702 3 64,136,302 50 1584
umiah Temuan 7 W 3
Inventarisasi dan T'ndak pengawasar yang # # # .
3.0001.01.20.23 Lanjut Hasil Pengawasan terinventarisic can # 950,000,000 0 [+] 200 m 150 71035800 | # 35,844,497 # 110,880,297 215 11 b 47 11.67
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